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Penggunaan konatif merupakan dimensi keperilakuan yang dapat diterapkan pada pengguna
sistem informasi. Penggunaan konatif merupakan alternatif dari penggunaan aktual yang
biasanya dipakai dalam konteks sistem yang diterapkan secara voluntary. Penelitian ini
dilakukan dalam konteks sistem yang bersifat mandatory, yaitu pada wajib pajak badan badan
yang menggunakan saluran elektronik sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam melaporkan
SPT Tahunan. Dimensi penggunaan konatif tidak hanya mengukur Kkuantitas waktu
penggunaan sistem, tetapi mengukur proaktifitas dan atensi para pengguna. Berlandaskan pada
model kesuksesan informasi yang dibangun oleh DeLone & McLean (2003), penelitian ini
menyelidiki pengaruh kualitas e-government yang terwujud dalam sistem pelaporan SPT
Tahunan, terhadap kepuasan pengguna. Hubungan antar konstruk lain yang diteliti dalam
penelitian ini adalah pengaruh kepuasan pengguna terhadap penggunaan konatif sistem
informasi yang direfleksi oleh beberapa elemen diantaranya; immersion, reinvention, dan
learning. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak badan yang
sudah diwajibkan untuk menggunakan saluran elektronik untuk melaporkan SPT Tahunan.
Data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode SEM berbasis varian atau partial least
squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dalam
e-government berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga
menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh terhadap penggunaan konatif e-
government. Kualitas sistem dan kualitas layanan tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap
kepuasan pengguna.
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Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki
tiga fungsi utama yaitu; 1) fungsi
pelayanan, 2) fungsi pengawasan, dan 3)
fungsi penegakan hukum. Dalam cetak biru
teknologi informasi dan komunikasi DJP
2015-2019 (Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-46/PJ/2015) tertuang
visi dan misi DJP sebagai entitas pengelola
pajak di Indonesia. Misi yang diusung DJP
adalah menyediakan layanan perpajakan
yang murah, cepat, aman, nyaman, dan
dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat; dan menyediakan informasi
secara tepat cepat dan akurat untuk
menjamin efektivitas pengambilan
keputusan. Sedangkan visi yang diusung
DJP  adalah  menjadikan  teknologi
informasi dan komunikasi sebagai motor
penggerak (driver) untuk mewujudkan
sistem administrasi perpajakan yang handal
dan dapat dipercaya. Hal tersebut juga
sejalan dengan komitmen yang dibuat oleh

Kominfo melalui siaran pers
No.11/PIH/Kominfo/1/2016 untuk
mengembangkan  layanan-layanan  e-

government dari semua sektor dan
kementerian. Layanan-layanan tersebut
disusun dengan model citizen-centric yang
memungkinkan akses informasi secara
realtime.

Revolusi digital memungkinkan
pemerintah mengambil, menyimpan, dan
menganalisa informasi, yang merupakan
salah satu hal yang menjadi pegangan
dalam mengelola kepentingan masyarakat
luas, secara efektif dan efisien
(Bretschneider, 2003). Praktik-praktik e-
government merupakan sebuah revolusi
digital dalam ranah pemerintahan, yang
mengalihkan proses-proses yang
sebelumnya dikerjakan secara manual
menjadi sebuah proses mandiri yang
mensyaratkan masyarakat harus turut
proaktif dalam melaksanakan
kewajibannya kepada negara. Proses
digitalisasi ini membutuhkan kepercayaan
dan infrastruktur pendukung yang harus
dibangun secara bertahap (Lim et al.,
2018). Menurut Lim (2018), kerumitan

proses birokrasi yang dialami membuat
masyarakat sulit menerima adanya e-
government, terutama pada  sektor
perpajakan yang mengharuskan masyarakat
mengungkapkan informasi-informasi
pribadi kepada pemerintah, contohnya
informasi mengenai penghasilan.

Penyampaian dokumen SPT secara
elektronik merupakan salah satu bentuk
layanan e-government. Selaras dengan
pernyataan Kominfo tersebut di atas,
sebuah sistem pelaporan pajak harus
dibangun berdasarkan asas citizen centric
dan  memperhatikan  keandalan  dan
ketersediaan fasilitas yang diperlukan bagi
kepentingan masyarakat luas (Singh &
Singh, 2013). Meskipun pemerintah hanya
mensyaratkan wajib pajak dengan kriteria-
kriteria  tertentu saja yang wajib
menggunakan aplikasi pelaporan pajak dan
melaporkan  dokumen  SPT  secara
elektronik, tetapi himbauan ini
diperuntukkan bagi semua wajib pajak.
Maka dari itu, DJP harus memastikan
bahwa sistem yang baru harus dipersiapkan
dengan baik, baik dari segi teknis maupun
non-teknis.

Gambaran besar dari  sistem
pelaporan pajak penghasilan tahunan
secara elektronik adalah masyarakat bisa
mengintegrasikan ~ proses  pembuatan
laporan, pembayaran, dan pelaporan pajak
melalui satu portal digital yang jauh lebih
praktis dibandingkan ketika WP harus
melakukan proses itu secara manual di KPP
(Ambali, 2009). Inovasi ini secara umum
diterima secara positif oleh masyarakat di
beberapa negara berkembang (Chaouali,
Yahia, Charfeddine, & Triki, 2016). Hanya
saja masih ada beberapa isu yang menjadi
kekhawatiran masyarakat, diantaranya
mengenai keamanan teknologi internet,
kepercayaan terhadap pemerintah, dan
kepercayaan terhadap pihak ketiga sebagai
vendor pengembang aplikasi pembuat SPT
Tahunan dan penyedia layanan e-filing
(Ambali, 2009; Santhanamery & Ramayah,
2012).

Salah satu hal paling penting dalam
implementasi suatu sistem yang baru



adalah proses penerimaan (Copper &
Zmudd, 1990). Penelitian-penelitian
sebelumnya menganalisa faktor-faktor
yang mempengaruhi keberterimaan sistem
e-filing di kalangan wajib pajak di
Indonesia  (Andriani, Napitupulu, &
Haryaningsih, 2017; Dirsa P, 2014;
Tjahjadi, 2014). Kemudahan penggunaan
sistem merupakan hal penting yang
berpotensi menimbulkan penolakan atau
keengganan pengguna dalam menggunakan
sistem e-filing. Penelitian-penelitian yang
berfokus pada proses inisiasi sampai proses
penerimaan berlandaskan pada teori-teori
seperti  UTAUT (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology), TAM
(Technology Acceptance Model), TRA
(Theory of Reasoned Action), dan TPB
(Theory of Planned Behavior)
(Veeramootoo, Nunkoo, & Dwivedi,
2018).

Penelitian ini berbeda dengan
penelitian  sebelumnya  karena latar
belakang dari topik penelitian ini adalah
pelaporan SPT secara elektronik yang
bersifat mandatory. Pendekatan yang
dipilih dalam penelitian ini adalah kondisi
mandatory, sesuai dengan himbauan
pemerintah dalam PMK Nomor
9/PMK.03/2018 dan PMK  Nomor
181/PMK.03/2007.  Peneliti  memilih
responden atau subjek penelitian yang
diwajibkan  untuk  melaporkan  SPT
Tahunannya menggunakan sistem berbasis
teknologi  informasi, mulai  dengan
penggunaan aplikasi e-SPT hingga unggah
dokumen melalui portal e-filing. Perbedaan
yang lain adalah pengukuran kepuasan
pengguna dan intensi penggunaan sistem
dalam konteks mandatory, yang harus
dinilai menggunakan perspektif baru yaitu
penggunaan konatif. Selain itu, penelitian-
penelitian  sebelumnya lebih  banyak
menggunakan model TAM  sebagai
kerangka berpikir penelitian, sedangkan
penelitian ~ ini mengadopsi  model
kesuksesan DeLone & McLean (2012).

Dimensi  kepuasan  pengguna
merupakan dimensi yang umum digunakan
pada penelitian di sektor korporasi. Dalam

sektor pemerintahan, dimensi ini bisa
berpotensi menjadi bias. Penelitian Welch,
Hinnant, dan Moon (2005) menemukan
adanya keterkaitan antara kepuasan publik
dengan transparansi. Hal ini yang menjadi
salah satu dasar penggunaan dimensi
kepuasan dalam penelitian ini. Apabila
publik puas dengan sistem yang digunakan
pemerintah, khususnya sektor perpajakan,
maka informasi pribadi yang diungkapkan
ke pemerintah diharapkan dapat lebih
transparan. Selain itu dimensi kepuasan
juga penting dalam membentuk intensi
penggunaan dari sistem itu sendiri (Kwahk
etal., 2018)

Terminologi  konatif merupakan
terminologi yang umum digunakan pada
bidang psikologi. Istilah ‘konatif” mengacu
pada willingness — kemauan seseorang —
untuk melakukan suatu hal secara proaktif
(Gerdes & Stromwall, 2008; Huitt, 1999;
Huitt & Cain, 2005; Kolbe, 1989).
Konstruk penggunaan konatif berbeda
dengan penggunaan aktual. Penggunaan
aktual lebih dimaknai ke arah kuantitas
waktu user dalam memakai sistem
informasi tertentu. Penggunaan konatif
dalam penelitian ini lebih mengacu kepada
aspek keperilakuan user ketika
memanfaatkan atau menggunakan sistem
informasi.  Konstruk  konatif  dapat
digunakan ketika sistem vyang diteliti
bersifat mandatory (Kwahk, Ahn, & Ryu,
2018), karena wukuran ‘berapa lama’
pengguna menggunakan sistem informasi
yang diteliti akan menjadi bias. Oleh karena
itu, konstruk penggunaan sistem dalam
penelitian mengenai sistem pelaporan SPT
Tahunan ini lebih diarahkan kepada
perilaku wajib pajak, mengenai seberapa
besar kemauan wajib pajak untuk
mempelajari dan mengevaluasi sistem
informasi.

Rumusan Masalah

Implementasi sistem e-filing dimaksudkan
untuk memberikan layanan yang efektif
dan efisien, menghemat waktu dan sumber
daya. Nilai-nilai tersebut merupakan
ekspektasi  masyarakat yang  harus



dikonfirmasi dan dipenuhi oleh pemerintah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
terlihat bahwa DJP memiliki beberapa
sistem aplikasi untuk melaporkan SPT
Tahunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)
diantaranya e-SPT, e-FORM, dan e-filing.
Jika aplikasi-aplikasi tersebut
diintegerasikan menjadi satu resource
planning yang bisa digunakan untuk semua
kategori wajib pajak, maka pengolahan data
perpajakan di Indonesia akan menjadi jauh
lebih efektif dan informasi yang dihasilkan
akan jauh lebih berkualitas. Sehingga
rumusan masalah yang pertama adalah
sistem pelaporan SPT Tahunan di
Indonesia belum efektif. Data yang
diterima tahun ini dalam laman Kompas
digital, terdapat 10,59 juta SPT yang
diterima DJP, 80% diantaranya sudah
dilaporkan melalui e-filing, meningkat 20%
dari tahun sebelumnya.

Kriteria wajib pajak yang harus
menyampaikan SPT melalui layanan e-
filing sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2018 adalah yang sudah
membuat SPT dalam bentuk dokumen
elektronik dan yang sudah pernah
menggunakan e-filing sebelumnya.
Sedangkan kriteria wajib pajak yang wajib
menggunakan aplikasi e-spt  adalah
pegawai negeri sipil, pengusaha kena pajak,
dan wajib pajak badan. Jika presentase
wajib pajak yang menggunakan pelaporan
elektronik dikatakan sudah 80%, maka
20% sisanya adalah wajib pajak yang
kurang atau kesulitan memiliki akses
teknologi informasi dan komunikasi,
sehingga masih harus membuat SPT secara
manual. Berdasarkan uraian tersebut,
rumusan masalah kedua yang diangkat
dalam penelitian ini adalah belum semua
wajib pajak di Indonesia menggunakan
fasilitas-fasilitas penunjang, seperti e-spt
dan e-form sebagai media pelaporan SPT
orang pribadi maupun badan.

Bagi wajib pajak yang sudah
menggunakan layanan e-filing, e-form, e-
spt, apakah sistem yang dibangun sudah
memberikan manfaat kemudahan atau ease
of doing business sesuai tujuan pemerintah

atau hanya karena sistem pelaporan ini
bersifat mandatory? Maka, area masalah
ketiga yang disoroti adalah belum ada
konfirmasi atas tersampaikannya manfaat
sistem yang dibangun dari wajib pajak
sebagai user. Kepuasan  pengguna
merupakan indikator penting yang bisa
dijadikan dasar evaluasi untuk terus
mengembangkan sistem yang sudah ada,
dan dari situ juga bisa teridentifikasi faktor-
faktor apa yang menjadi penentu
kesuksesan/kegagalan sistem. Improvement
harus dilakukan terus menerus supaya DJP
bisa memberikan layanan yang terbaik bagi
wajib pajak. Pemerintah mempunyai kuasa
untuk menetapkan suatu hal yang
mandatory, sehingga keputusan untuk
mengubah sistem bisa lebih mudah
dilakukan dibandingkan dengan perubahan
yang dilakukan oleh organisasi swasta.
Tetapi, seringkali hal yang menjadi
mandatory tersebut tidak diimbangi dengan
evaluasi yang objektif dari masyarakat
sebagai penerima jasa, atau dalam konteks
penelitian ini wajib pajak sebagai pengguna
sistem.

Berdasarkan latar belakang
penelitian dan rumusan masalah yang telah
diuraikan, berikut pertanyaan penelitian
yang dibangun dalam penelitian ini:

1. Faktor-faktor apa  saja  yang
mempengaruhi kepuasan wajib pajak
dalam menggunakan aplikasi-aplikasi
penunjang pelaporan SPT Tahunan?

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi wajib pajak untuk lebih
menggunakan aplikasi-aplikasi
penunjang pelaporan SPT Tahunan
dengan lebih proaktif?

Landasan Teori

Social Cognitive Theory dan Expectation
Confirmation Theory

Setiap konsumen yang melakukan kegiatan
jual beli akan mempunyai persepsi awal
mengenai manfaat yang akan didapatkan
ketika mendapatkan barang/jasa yang
diinginkan.  Persepsi  awal tersebut
merupakan harapan kepuasan terantisipasi
(anticipated satisfaction) (Oliver, 1980).



Persepsi tersebut akan terbandingkan
dengan kepuasan yang diterima (received
satisfaction) dan akan menentukan perilaku
pascapembelian. Pembentukan ekspektasi
oleh seorang individu bisa terwujud dalam
bentuk ekspresi perilaku atau intensi yang
kemudian akan menjadi faktor penentu
evaluasi pascapembelian (Bhattacherjee,
2001). Teori ini berakar pada literatur
perilaku konsumen (postpurchase
behavior, customer satisfaction) dan
kemudian diproyeksikan menjadi sebuah
model yang bisa diterapkan pada bidang
sistem informasi (Brown, Venkatesh, &
Goyal, 2012; Oliver, 1980, 1993).

Dalam suatu sistem yang bersifat
mandatory, perspektif ekspektasi dan
kepuasan akan mempunyai makna yang
berbeda dibandingkan dengan apa yang
berlangsung dalam lingkungan voluntary.
Dalam konteks penelitian ini terdapat satu
pihak  superior yang menggunakan
peraturan sebagai media untuk mewajibkan
pihak lain memakai sistem tertentu yang
disertai dengan sanksi apabila lalai.
Pemerintah sebagai pihak superior akan
berperan sebagai faktor ‘lingkungan’ yang
akan membentuk perilaku masyarakat
untuk  menggunakan sistem tertentu.
Kondisi tersebut terdefinisi dalam lingkup
teori kognitif sosial (Bandura, 1986;
Conner & Norman, 2005).

Pemerintah Indonesia
mengemukakan bahwa mekanisme yang
ada dalam sistem e-government harus
bersifat citizen centric. “citizen-centric”
merupakan tujuan dari  pemerintah
sekaligus harapan dari  masyarakat
mengenai nilai yang ada pada sistem yang
dibangun. Masyarakat Indonesia yang
menjadi pengguna berbagai macam sistem
yang dibangun oleh pemerintah, memiliki
literasi teknologi informasi yang berbeda-
beda. Tingkat literasi teknologi ini
dipengaruhi  oleh faktor self-efficacy
(Hatlevik, Throndsen, Loi, &
Gudmundsdottir, 2018). Self-efficacy
merupakan salah satu faktor kunci dalam
teori kognitif sosial. Menurut Bandura
(1986), self efficacy bukan hanya

kemampuan untuk mengetahui apa yang
harus dilakukan dalam setiap situasi. Self-
efficacy merupakan kemampuan umum
untuk mengorganisasi aspek kognitif,
sosial, dan perilaku untuk memenuhi suatu
tujuan. Dalam konteks penggunaan
teknologi informasi, self-efficacy adalah
kepercayaan  diri  seseorang  untuk
menggunakan sistem komputer dengan
baik untuk menunjang pekerjaan masing-
masing (Compeau & Higgins, 1995;
Marakas, Yi, & Johnson, 1998; Tams,
Bennett, & Craig, 2017). Maka dari itu,
dalam penelitian yang berhubungan dengan
adopsi teknologi (baik praadopsi maupun
pascaadopsi) aspek ini sangat penting
karena merupakan landasan berpikir mula-
mula dari setiap pribadi untuk memulai
menggunakan teknologi (Loo, Yeow, &
Chong, 2009; Rana & Dwivedi, 2015; Sahu
& Gupta, 2007).

Penggunaan Konatif atas Teknologi
Informasi

Terdapat tiga komponen dari pemikiran
manusia yang dikelompokkan  dan
dipelajari oleh ilmu dasar psikologi;
cognition, affect, dan conation (Gerdes &
Stromwall, 2008; Huitt, 1999; Huitt &
Cain, 2005; Kwahk, Ahn, & Ryu, 2018).
Cognition merujuk pada proses untuk
mengetahui dan memahami suatu hal;
menangkap, memroses, menyimpan, dan
menganalisa  suatu informasi.  Affect
berhubungan dengan interpretasi emosional
dari sebuah persepsi, informasi, atau
pengetahuan; secara umum identik dengan
perasaan negatif atau positif yang
dilekatkan seseorang pada orang lain atau
suatu objek tertentu. Conation merupakan
hubungan antara pengetahuan (cognition)
dan emosi (affect) dengan perilaku
(behavior). Conation adalah intuisi yang
mampu menggerakkan seseorang sehingga
dapat mewujudnyatakan pemikiran dan
emosi yang dirasakannya terhadap suatu
hal. Definisi lain mengenai conation yang
dikembangkan oleh organisasi Kolbe
Concepts adalah ‘usaha yang dilakukan
dengan sadar (conscious effort) untuk



melakukan sesuatu hal berdasarkan
kemauan diri sendiri (self-determined acts)
(Kolbe, 1989).

Dalam konteks mandatory,
pengguna tidak mempunyai banyak pilihan
selain menggunakan sistem dan mekanisme
yang sudah ditetapkan. Akan tetapi,
pengguna masih memiliki kebebasan untuk
menggunakan sistem yang ada secara
proaktif atau tidak (Kwahk et al., 2018).
Melakukan suatu hal dengan dilandasi
perilaku proaktif dapat menghasilkan
outcome vyang berbeda (Gerdes &
Stromwall, 2008). Menurut Andersen
(2003) ada manfaat intrinsik lebih yang
dapat dirasakan oleh seseorang yang lebih
proaktif melakukan suatu tugas, walaupun
orang lain juga dapat menyelesaikan tugas
wajib yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh
Ojiako, Chipulu, Maguire, Akinyemi, &
Johnson, (2012) mengenai dampak
penerapan sistem informasi yang bersifat
mandatory pada negara berkembang
memberikan perspektif lain dalam literatur
bidang sistem  teknologi informasi.
Produktivitas dan peningkatannya
merupakan faktor dan sasaran yang sering
diangkat oleh banyak peneliti, dan sasaran
temuan peneliti adalah implementasi sistem
yang bersifat mandatory akan dapat
meningkatkan produktivitas organisasi.
Produktivitas tinggi merupakan kondisi
yang mencerminkan efektivitas suatu
proses. Sistem informasi, dalam hal ini,
akan memperpendek proses sehingga bisa
menghasilkan produktivitas yang lebih
tinggi. Namun, Ojiako et al. (2012)
berargumen demikian; produktivitas yang
tinggi tidak selalu bisa menjadi ukuran
yang tepat pada konteks mandatory karena
produktivitas yang tinggi tidak selalu
mencerminkan kualitas yang tinggi.

Teori Disonan Kognitif

Kepuasan (satisfaction) merupakan tolok
ukur yang krusial pada penelitian bidang
sistem informasi. Konstruk kepuasan dan
harapan pengguna sistem merupakan
konstruk yang menjadi area penelitian

sistem informasi keperilakuan. Terdapat 2
dimensi pendekatan yang dilakukan para
peneliti  sistem informasi, vyaitu: 1)
expectancy value approaches — yang
merupakan dasar operasional dimensi
kepuasan pengguna, 2) cognitive approach,
- yang merupakan dasar operasional
dimensi perilaku (Melone, 1990). Namun
demikian, apakah konstruk kepuasan
pengguna menjadi sesuatu hal yang
material dalam sistem yang bersifat
mandatory?

Perubahan sistem di  sebuah
organisasi merupakan peristiwa Yyang
disruptive. Perubahan tersebut tidak hanya
pada tataran teknis tapi juga attitude orang-
orang yang tergabung dalam organisasi
tersebut. Terlebih lagi apabila sistem baru
tersebut  wajib digunakan, yang
menyebabkan orang-orang tidak memiliki
pilihan lain selain menggunakannya. Ada 4
respon pengguna dalam menanggapi
perubahan yang bersifat  disruptive
(Bhattacherjee, Davis, Connolly, &
Hikmet, 2017); engaged, compliant,
reluctant, dan deviant.

Respon-respon yang dari pengguna
merupakan refleksi dari teori disonan
kognitif. Terminologi ‘disonan’ atau
‘dissonance’ dalam konteks ini merupakan
asosiasi dari inkonsistensi. Setiap individu
selalu diperhadapkan dengan pemikiran
(opini) dan keputusan tindakan yang
merupakan wujud nyata dari pemikiran
tersebut. Tidak jarang dalam kehidupan
sehari-hari sering terjadi inkonsistensi
opini dalam diri individu. Sedangkan
‘konsonan’ merupakan asosiasi  dari
konsistensi, mengenai apa yang seharusnya
terjadi, kesinambungan antara apa yang
dipikirkan dan dilakukan. Manusia akan
cenderung  merasionalisasi  ‘disonan’
supaya kembali kepada kondisi ‘konsonan’.

Salah satu konsekuensi dari teori
disonan adalah untuk membantu individu
menyadari kondisi atau keadaan dimana
elemen kognitif tidak berkorespondensi
dengan apa yang nyata terjadi (Festinger,
1957). Dalam beberapa situasi diperlukan
tekanan untuk mengkorespondensi elemen



kognitif. Hal tersebut merupakan kondisi
ketika individu dipaksa untuk mengubah
perilaku atau persepsi dari perilaku yang
dilakukannya untuk menuju kepada kondisi
yang positif (Festinger & Carlsmith, 1959).
Maka dari itu, kepuasan pengguna
merupakan hal yang harus
dipertimbangkan dalam lingkup
penggunaan teknologi informasi yang
bersifat mandatory karena hal tersebut bisa
menjadi indikator perubahan kognitif
disonan menjadi konsonan. Keadaan
‘mandatory’ atau ‘enforcement’ merupakan
upaya pemerintah untuk
mengkorespondensi antara tujuan Yyang
sudah ditetapkan pemerintah dengan
berbagai macam respon yang mungkin
akan diberikan oleh masyarakat.

Pengembangan Hipotesis
Kepuasan pelanggan terbentuk dari proses
kognisi yang dilakukan oleh individu,
berdasarkan ekspektasi yang ia bentuk
sebelum melakukan konsumsi, observasi
atas performa atau atribut produk,
diskonfirmasi persepsi yang ia terima, dan
kombinasi dengan tingkat ekspektasi yang
ia bentuk (Oliver, 1993). Performa atau
atribut yang melekat pada suatu produk
akan sangat berpengaruh pada proses
kognitif ~ konsumen, dalam  konteks
penelitian ini pengguna sistem. Apabila
performa sistem informasi baik, maka hal
tersebut akan menjadi konfirmasi bagi
individu atas ekspektasi yang dibangun
sebelum ia menggunakan sistem.
Hubungan mengenai penggunaan
sistem dan kepuasan terhadap sistem
merupakan sebuah timbal balik yang saling
berpengaruh. Beberapa pandangan
menyatakan bahwa penggunaan sistem
(yang diukur dengan intensitas pemakaian)
akan berdampak terhadap kepuasan
pengguna, dan beberapa menyatakan
bahwa  kepuasan  pengguna  akan
berdampak pada meningkatnya intensitas
penggunaan sistem (Bokhari, 2005).
Menurut DelLone & McLean (1992),
intensitas  penggunaan  sistem  akan
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan

pengguna — baik pengaruh positif maupun
negatif — demikian pula berlaku untuk
hubungan sebaliknya.

Dalam penelitian ini, penggunaan
sistem yang diukur dengan intensitas
pemakaian (diukur secara kuantitas jam)
akan menjadi bias karena sistem yang
diteliti bersifat mandatory. Wajib pajak
akan menggunakan aplikasi pelaporan SPT
Tahunan pada saat masa pelaporan.
Berdasarkan teori yang sudah diuraikan di
atas, peneliti membangun logika berpikir
demikian:

H1 Kualitas sistem pelaporan SPT
tahunan berpengaruh terhadap
kepuasan wajib pajak.

Petter, DeLone, & McLean (2013)
mengidentifikasi beberapa karakteristik
yang melekat dalam informasi yang
berkualitas dalam suatu sistem, diantaranya
adalah kelengkapan, relevansi, kemudahan
untuk dipahami. Informasi yang dihasilkan
dalam suatu sistem sangat penting dan
berpengaruh  terhadap perilaku  dan
kepuasan pengguna. Menurut Urbach &
Miller  (2012)  kualitas  informasi
merupakan kunci penting dari keberhasilan
suatu sistem informasi, mengingat output
dari suatu sistem informasi merupakan hal
yang paling mudah dinilai oleh pengguna
sistem.  Pengguna  bisa  mengukur
kebermanfaatan suatu sistem dengan
menilai kebermanfaatan informasi yang
dihasilkan.

Fungsi dari sebuah sistem informasi
adalah mengolah data dan menjadikannya
informasi yang bisa bermanfaat dan
digunakan untuk kepentingan individu atau
organisasi, yang kemudian mengarah ke
pencapaian tujuan individu atau organisasi.
Dalam sistem informasi secara umum
maupun sistem informasi pada lingkup
pemerintahan, data yang bervolume besar
dan bervariasi diolah untuk menjadi
informasi. Wang & Liao (2008)
menggunakan model kesuksesan Del.one
& McLean untuk diaplikasikan kepada
sistem e-government dan juga berpendapat



bahwa kualitas informasi merupakan
komponen penting yang berpengaruh
terhadap kepuasan pengguna.

Melalui output informasi, pengguna
(wajib pajak) secara pragmatis bisa menilai
apakah sistem pelaporan SPT Tahunan
yang dikembangkan oleh DJP lebih
bermanfaat atau tidak. Maka dari itu,
hipotesis kedua yang dibangun dalam
penelitian ini adalah:

H2 Kualitas informasi yang ada dalam
sistem pelaporan SPT tahunan
berpengaruh terhadap kepuasan
wajib pajak.

Kualitas layanan merepresentasikan
dukungan layanan yang diterima oleh wajib
pajak dari pihak penyedia jasa. Layanan-
layanan ini terkait dengan personel-
personel dari DJP yang membantu wajib
pajak dalam menggunakan aplikasi dan
website sebagai sarana melaporkan pajak
penghasilan  tahunan  masing-masing.
Indikator ~ pengukuran  yang  umum
digunakan adalah SERVQUAL (Pitt,
Watson, & Kavan, 1995). Layanan
seringkali erat dikaitkan dengan bidang
pemasaran, terutama mengenai produk
yang ditawarkan. Akan tetapi, dalam
bidang sistem informasi, layanan juga
merupakan dimensi yang tidak kalah
penting. Layanan akan selalu dibutuhkan,
ketika sistem masih baru, atau ketika sistem
sudah secara berkelanjutan digunakan.

Menurut Pitt et al, (1995)
departemen sistem informasi tidak hanya
menyediakan produk, mengkonversi data
menjadi  informasi yang menunjang
pengambilan keputusan. Lebih dari itu,
dalam sebuah sistem informasi yang
terintegrasi, organisasi juga menyediakan
jasa. Salah satu alasan utama mengenai
pentingnya mengukur kepuasan pengguna
adalah untuk meningkatkan kualitas
layanan yang diberikan oleh organisasi
(Conrath & Mignen, 1990) disamping
fungsi dasar adanya teknologi informasi
yang digunakan untuk melayani publik
(Doll & Torkzadeh, 1998). Maka dari itu

kualitas layanan merupakan salah satu
kunci elemen kesuksesan sistem informasi
yang penting untuk diukur.

SPT Tahunan merupakan
kewajiban yang dipenuhi satu kali dalam
kurun waktu satu tahun. Jika terdapat
perubahan atau perkembangan dalam rantai
proses pelaporan, maka tidak semua wajib
pajak terbiasa atau langsung menguasai
perubahan yang ada. Maka dari itu peran
layanan help desk, seksi FAQ (frequently
asked question), call center sangat krusial
untuk membantu wajib pajak. Jika layanan
ini berfungsi dengan baik, maka wajib
pajak akan dimudahkan dalam melakukan
kewajiban lapor SPT Tahunan masing-
masing. Berdasarkan argumen tersebut,
maka hipotesis ketiga yang dibangun dalam
penelitian ini adalah:

H3 Kualitas layanan yang diberikan
dari pihak DJP dalam keseluruhan
proses pelaporan SPT Tahunan
berpengaruh terhadap kepuasan
wajib pajak.

Teknologi informasi merupakan
salah satu komponen utama dari sebuah
sistem yang menunjang keseluruhan proses
yang ada di dalamnya yaitu: input, model,
output, database (Hartono, 2009).
Teknologi informasi dimaksudkan untuk
memiliki peran memudahkan keseluruhan
pemrosesan agar wajib pajak dapat
mengungkap informasi terkait penghasilan
dengan lebih convenient, dan pihak DJP
dapat mengurangi error dalam proses
verifikasi, penerimaan, dan pengolahan
data SPT Tahunan. Jika dibandingkan
dengan tren pelaporan pajak yang terus
meningkat, maka infrastruktur pengolahan
data juga harus terus dikembangkan dan
dioptimalkan.

Mengapa kepuasan wajib pajak
penting dalam lingkungan mandatory?
Perkembangan teknologi yang sangat cepat
membuat user menjadi lebih memiliki
pengetahuan mengenai peran dan manfaat
yang seharusnya bisa diterima. Pengguna
menjadi  lebih  mengerti  bagaimana



mengatur prioritas dan menjadi kurang
toleran terhadap prosedur yang kompleks
dan memakan waktu. Hal ini tentu juga
berhubungan dengan aktivitas-aktivitas
ekonomi yang dilakukan setiap hari oleh
pengguna. Jika sistem yang dibangun
berkualitas dan benar-benar mencapai
tujuan ease of doing business, maka
kepuasan pengguna ini akan berfungsi
sebagai pengetahuan baru bagi pemerintah
mengenai bagaimana sistem yang sudah
ada terus diperbarui agar bisa terus
mengikuti  kebutuhan  wajib  pajak.
Perspektif wajib pajak tidak hanya menjadi
solusi ketika terjadi masalah, tetapi dengan
adanya kesatuan sistem yang baik akan
memastikan bahwa permasalahan akan
diketahui sebelum menjadi suatu hal yang
besar (Conrath & Mignen, 1990).

Banyak argumen mengenai
hubungan antara penggunaan sistem dan
kepuasan pengguna. Penelitian Conrath &
Mignen  (1990) menemukan bahwa
penggunaan sistem lebih memiliki dampak
terhadap kepuasan pengguna dibandingkan
sebaliknya. Walaupun hubungan yang
sebaliknya  pun  berkorelasi  positif.

Sedangkan penelitian lain (Baroudi, Olson,
& lves, 1986) menemukan bahwa kepuasan
pengguna berdampak positif terhadap
penggunaan  sistem.  Argumen yang
dikemukakan oleh Baroudi et al. (1986)
adalah bahwa ketika pengguna memahami
bahwa sistem yang ia gunakan bermanfaat
untuk kepentingannya, maka ia akan terus
menggunakan sistem tersebut.

Asumsi yang dibangun dalam
penelitian ini demikian; wajib pajak yang
sudah  menerima  pengetahuan  dan
mengalami manfaat secara langsung
mengenai pemakaian teknologi informasi
yang terdapat pada sistem pelaporan SPT
Tahunan, tidak hanya menggunakan
aplikasi e-spt dan e-filing sebagaimana
adanya tetapi juga memiliki proaktivitas
untuk mengembangkan elemen lain dalam
konstruk penggunaan sistem. Sehingga,
hipotesis keempat yang dibangun peneliti
adalah:

H4 Kepuasan pengguna akan
berpengaruh terhadap penggunaan
konatif sistem informasi.

Model Penelitian

e-government
system quality

e-government
information
quality

User Satisfaction

\4

Conative Use

e-government
service quality

Keberhasilan suatu layanan e-
government tidak hanya ditentukan
berdasarkan nilai rupiah yang dihasilkan
tetapi kemampuan untuk menyampaikan
nilai-nilai yang diharapkan oleh

masyarakat (Cordella & Bonina, 2012).
Teknologi informasi yang diaplikasikan
pada sektor publik bukan hanya menjadi
enabler untuk meningkatkan pendapatan,
tetapi  yang lebih  penting adalah



meningkatkan kualitas layanan yang
diberikan kepada masyarakat. Maka dari itu
Cordella & Bonina (2012) mengungkapkan
adanya urgensi untuk  membangun
indikator baru yang disesuaikan dengan
paradigma nilai yang sesuai untuk
kepentingan masyarakat.  Berdasarkan
beberapa penelitian sebelumnya, terdapat
beberapa  kerangka indikator  yang
dibangun dengan menyesuaikan
karakteristik ~ Kkinerja  sektor  publik.
Verdegem & Verleye (2009) mengukur
kepuasan pengguna e-government dengan
memodifikasi  rerangka SERVQUAL,
Osman, et al (2014) menggunakan SWOT
analysis untuk membangun rerangka
COBRA vyang digunakan untuk menilai
kualitas sistem e-government berdasarkan
perspektif masyarakat sebagai pengguna,
dan penelitian Papadomichelaki & Mentzas
(2012) yang membangun rerangka e-
government quality (e-GovQual) yang
terdiri dari indikator kualitas layanan e-
government yang berhasil.

Metode Penelitian

Ditinjau  dari segi  tujuan
pengkajian, penelitian ini merupakan studi
kausal dengan menggunakan strategi survei
sebagai sarana mengumpulkan data.
Peneliti ingin menguji hipotesis yang telah
diuraikan sebelumnya dan bermaksud
untuk  mengetahui apakah variabel
independen akan menyebabkan variabel
dependen terjadi. Hal ini sesuai dengan
kaidah studi kausal (Fink, 2003; Karanja &
Zaveri, 2003; Sekaran & Bougie, 2013).
Penelitian ini juga merupakan penelitian
korelasional, karena peneliti memiliki
tujuan untuk menguji hubungan antar-
variabel dan membuat prediksi berdasarkan
hubungan korelasional yang teruji dengan
instrumen statistik (Abdillah & Hartono,
2015).

Populasi dari penelitian ini adalah
wajib pajak badan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data dari DJP jumlah wajib
pajak orang pribadi dan badan yang
terdaftar tahun 2018 mencapai 38,6 juta
NPWP dengan 17,6 juta di antaranya wajib

menyampaikan SPT (Saksama, 2018). Dari
jumlah tersebut, yang telah menyampaikan
SPT untuk tahun pajak 2017 sebanyak 10,5
juta. Dari jumlah 38,6 juta jiwa tersebut,
wajib pajak badan yang wajib melaporkan
SPT Tahunan untuk tahun pajak 2017
sebanyak 1,47 juta NPWP (Kompas, 2018).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
populasi penelitian ini sebanyak 1,47 juta
NPWP. Sampel penelitian ini adalah wajib
pajak badan yang menjadi responden
badan, diwakili oleh staf pajak/akuntansi
yang terbiasa menggunakan aplikasi e-SPT
dan portal e-filing. Kriteria tersebut dipilih
untuk memenuhi kondisi pemakaian sistem
informasi secara mandatory.

Tabel Variabel Penelitian

Variabel Sumber

Variabel endogen

Kualitas e- Bhattacherjee et al.
government dalam (2001)

sistem pelaporan Delone & Mclean
SPT Tahunan (2003)

(system quality, Papadomichelaki &
information quality, = Mentzas (2012)
service quality)

Variabel endogen & variabel eksogen
Kepuasan pengguna  Bhattacherjee et al.

sistem pelaporan (2001)

SPT Tahunan Delone & Mclean
(2003)
Kwahk et al.,
(2017)

Variabel eksogen
Penggunaan Konatif Kwahketal., (2017)
atas Sistem Informasi

Penelitian ini menggunakan
kuesioner sebagai media pengumpulan
data. Kuesioner akan dibagikan kepada
responden melalui dua cara yaitu secara
langsung (personally-administered) dan
secara elektronik. Desain pemilihan sampel
pada penelitian ini didasarkan pada metode
nonprobability sampling dengan cara
convenience sampling. Dalam desain
nonprobability sampling, elemen-elemen
yang ada dalam populasi tidak memiliki
probabilitas yang melekat pada dirinya



untuk dipilih sebagai subjek sampel
(Sekaran & Bougie, 2013). Responden
akan terpilih dengan cara convenience.
Metode ini dipilih karena peneliti tidak
mempunyai data lengkap populasi wajib
pajak yang ada di Indonesia, sehingga tidak
dimungkinkan untuk memakai metode
probability sampling dalam memilih
responden.

Target yang disasar oleh peneliti
adalah individu yang bekerja sebagai staf
akuntansi atau staf perpajakan yang bekerja
pada suatu institusi. Dengan demikian,
individu tersebut akan berperan sebagai
responden yang mewakili Wajib Pajak
Badan. Pertimbangan atas pemilihan subjek
tersebut didasarkan pada kapabilitas yang
dimiliki oleh staf pajak pada suatu institusi
dalam menggunakan sistem-sistem
pelaporan SPT yang dibangun oleh DJP.
Individu yang bekerja dalam suatu institusi
akan cenderung lebih banyak
menggunakan  aplikasi-aplikasi  terkait
dalam penyusunan SPT dibandingkan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya
menggunakannya secara berkala. Selain
itu, individu yang lebih  sering
menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut
diharapkan memiliki pengetahuan yang
lebih  komprehensif  sehingga  bisa
memberikan  evaluasi dengan lebih
mendalam untuk mendukung penelitian ini.

Peneliti membagikan kuesioner
elektronik kepada komunitas konsultan
pajak yang ada di area Karesidenan
Surakarta ~ dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, untuk kemudian kuesioner
tersebut  disebarluaskan kepada klien
masing-masing dan konsultan pajak yang
lain. Beberapa responden merespon dengan
meminta Kkuesioner cetak, maka peneliti
mengirimkan kuesioner cetak kepada
responden yang menghendaki demikian.
Pertimbangan untuk menyebarkan
kuesioner melalui konsultan pajak adalah
karena mayoritas klien konsultan pajak
adalah wajib pajak badan atau pengusaha
kena pajak yang sudah diwajibkan untuk
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melaporkan ~ SPT  Tahunan  secara
elektronik.

Metode PLS dipilih  dalam
penelitian ini, disesuaikan dengan tujuan
penelitian yang bermaksud mengetahui
seberapa kuat korelasi antara konstruk yang
ada dalam rantai sistem pelaporan SPT
Tahunan yang diteliti. Metode ini juga
dapat melakukan  pengujian  model
pengukuran dan pengujian model struktural
secara simultan (Abdillah & Hartono,
2015). Dengan demikian, metode ini dapat
melakukan pembandingan antar variabel
eksogen berganda dan variabel endogen
berganda sekaligus melakukan pengujian
model struktural. Metode PLS lebih sesuai
dibandingkan dengan metode CBSEM
karena pada penelitian ini tidak diperlukan
analisis kovarian antara variabel manifes
dan variabel laten seperti pada teknik SEM
berbasis kovarian.

Alasan kedua mengenai pemakaian
metode PLS adalah karena penelitian ini
memiliki model yang bersifat prediktif dan
eksploratoris. Selain itu, jumlah sampel
penelitian tidak menjadi permasalahan dan
tidak mempengaruhi kualitas pengolahan
data walaupun dengan model yang lebih
rumit (Sun & Mouakket, 2015). Berbeda
dengan metode CBSEM yang cenderung
membutuhkan sampel yang baik untuk
memenuhi  persyaratan validitas dan
reliabilitas data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan software
smartPLS untuk mengolah data yang
diperoleh dari responden. Kuesioner
dibagikan secara online dan dikirim via
pos. Jumlah kuesioner yang terkumpul
secara keseluruhan adalah 147 buah.
Setelah ditabulasi, peneliti menemukan
sebanyak 9 kuesioner tidak lengkap diisi
sehingga menghasilkan sampel akhir yang
dapat diukur sebanyak 138. Sasaran
responden penelitian ini adalah wajib
pajak.  Berikut  merupakan  rincian
demografi sampel penelitian.



Pengukuran Kategori Persentase

Kelompok Usia  21-29 tahun 46%
30-39 tahun 42%

40-49 tahun 9%

Diatas 50 30

tahun
Latar Belakang SMA 4%
Pendidikan Diploma 8%
S1 59%
S2 29%
Jumlah Kuesioner o
Responden online 95%
Kuesioner 50
pos
Uji Pilot

Uji pilot merupakan tahapan yang
dilaksanakan sebelum peneliti membagikan
kuesioner penelitian kepada responden.
Peneliti membagikan kuesioner penelitian

InfQuall

InfQual2 084
0,84

0,82
0,65

InfQual3

InfQuald

o
[o:x]
ey
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kepada beberapa responden  untuk
memperoleh masukan mengenai kejelasan
pertanyaan, kalimat, dan istilah-istilah yang
digunakan dalam Kkuesioner. Masukan-
masukan tersebut diolah dan menjadi
perbaikan kuesioner sebelum dibagikan
kepada responden secara lebih luas.

Pengujian Model
(Measurement Model)
Model pengukuran (outer model) dapat
diuji dengan mengukur validitas konstruk
dan reliabilitas instrumen (Abdillah &
Hartono, 2015).  Pengujian  model
pengukuran dilakukan melalui prosedur
PLS Algorithm pada aplikasi smartPLS.
Gambar berikut merupakan hasil pengujian
model pengukuran dalam tampilan diagram
jalur.

Pengukuran

InfQuals 0,57 InfQual

InfQualé 0,56

SysQuall

SysQual2 0.81
ysQua
0,81 0,12
0,85
SysQual3

SysQuald SysQual

0,
ServQuall
0,90
SaervQual2 0,89
0,87
ServQual3

ServQual

o
|
<]

,07

L

0,86 071 0,56

USatf1 ‘ USatf2 ‘ | USatf3 | ‘Immer‘s | Learn | ‘ Reinv ‘

T/

0,88 0.76 0,81

Usatf Conlse



Tabel Cross Loading

InfQual ServQual SysQual USatf ConUse
InfQuall 0,840 0,405 0,743 0,572 0,332
InfQual2 0,839 0,436 0,691 0,529 0,352
InfQual3 0,823 0,495 0,705 0,498 0,302
InfQual4 0,648 0,414 0,456 0,449 0,448
InfQual5 0,806 0,553 0,493 0,678 0,467
InfQual6 0,572 0,424 0,208 0,295 0,359
ServQuall 0,530 0,902 0,339 0,450 0,445
ServQual2 0,484 0,895 0,377 0,349 0,378
ServQual3 0,573 0,875 0,471 0,394 0,451
SysQuall 0,468 0,307 0,809 0,312 0,207
SysQual2 0,519 0,371 0,811 0,314 0,166
SysQual3 0,736 0,350 0,848 0,608 0,295
SysQual4 0,599 0,409 0,791 0,459 0,424
USatfl 0,724 0,460 0,620 0,856 0,448
USatf2 0,334 0,233 0,224 0,724 0,207
USatf3 0,178 0,154 0,126 0,576 0,184
Immers 0,565 0,505 0,490 0,481 0,883
Learn 0,301 0,341 0,117 0,246 0,757
Reinv 0,225 0,261 0,104 0,270 0,806

InfQual= information quality; ServQual= service quality; SysQual= system quality; USatf=
user satisfaction; ConUse= conative use; Immers= immersion; Learn= learning; Reinv=

reinvention.

Validitas konstruk terdiri dari validitas
konvergen dan validitas diskriminan.
Validitas  konvergen  diuji  dengan
instrumen factor loading dan nilai AVE
(Average Variance Extracted). Rules of
thumb validitas konvergen menurut Hair et
al. (2014), adalah standardized loading
estimates harus bernilai 0,5 atau lebih
tinggi, idealnya 0,7. Nilai AVE (Average
Variance Extracted) setidaknya harus
bernilai 0,5 untuk mencerminkan validitas
konvergen  yang cukup. Validitas
diskriminan diuji dengan instrumen cross
loading dan Fornell-Larcker criterion.
Rules of thumb untuk cross loadings adalah
nilai korelasi antar indikator pada satu

konstruk tidak lebih tinggi dibanding nilai
korelasi dengan indikator pada konstruk
lain, demikian pula dengan Fornell-Larcker
criterion pada sebuah variabel laten, akar
kuadrat dari nilai AVE harus lebih besar
dibandingkan dengan angka korelasi
dengan variabel laten yang lain (Garson,
2016).

Reliabilitas instrumen atau disebut
juga dengan reliabilitas konsistensi internal
diukur dengan Cronbah’s alpha dan
composite reliability. Menurut Hair et al.
(2014), pada riset-riset yang bersifat
eksploratori nilai 0,6 atau 0,7 sudah
dianggap memadai untuk memenuhi
kriteria reliabilitas yang ideal.

Tabel Reliabilitas Instrumen

Cronbach's rho A Composite Average Variance

Alpha = Reliability Extracted (AVE)
InfQual 0,850 0,881 0,891 0,580
ServQual 0,870 0,882 0,920 0,793
SysQuial 0,842 0,892 0,888 0,664
USatf 0,675 0,797 0,767 0,530
ConUse 0,769 0,888 0,857 0,667

InfQual= information quality; ServQual= service quality; SysQual= system quality;
USatf= user satisfaction; ConUse= conative use




Berdasarkan hasil pengujian validitas dan
reliabilitas instrumen semua indikator
konstruk sudah dapat dikatakan memenubhi
kriteria ideal.

Pengujian Model Struktural /Pengujian
Hipotesis

Pengujian model struktural, atau disebut
dengan inner model test merupakan metode
untuk melakukan pengujian hipotesis. Jika
dalam pengujian model pengukuran
digunakan prosedur PLS Algorithm, pada
pengujian struktural ini, model dan data
penelitian diuji ulang dengan menggunakan
prosedur bootstraping. Prosedur ini menilai
apakah variabel-variabel eksogen memiliki
pengaruh signifikan terhadap variabel
endogen, yaitu dengan mengukur empirical
t value. Penentuan signifikansi hubungan
dilakukan dengan membandingkan
empirical t value dengan critical t value.
Apabila empirical t value lebih besar
dibandingkan dengan critical t value maka
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hubungan antara suatu variabel eksogen
dengan variabel endogen dinilai signifikan.
Berdasarkan hasil pengujian nilai t,
kualitas informasi memiliki nilai t statistik
sebesar 6,707. Nilai tersebut lebih besar
dari critical t value untuk alpha 5% yaitu
1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa
hubungan antara kualitas informasi dan
kepuasan pengguna signifikan. Kualitas
layanan memiliki nilai t statistik 0,790,
yang berarti konstruk ini tidak memiliki
pengaruh terhadap kepuasan pengguna
secara signifikan. Kualitas sistem memiliki
nilai t statistik 1,346. Hal ini juga
menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna
memiliki nilai t statistik sebesar 6,25 yang
juga melebihi 1,96, sehingga dapat
disimpulkan bahwa kepuasan pengguna
berpengaruh signifikan terhadap
penggunaan konatif sistem informasi.

Tabel Pengujian Hipotesis

Original

Standard T Statistics

Sample S P

Sa(gg)le Mean (M) E)Se_;_/gg{)/? (IO/S?)—DEV Values
InfQual -> USatf 0,561 0,566 0,084 6,707 0,000
ServQual -> USatf 0,067 0,073 0,085 0,790 0,430
SysQual -> USatf 0,113 0,110 0,084 1,346 0,179
USatf -> ConUse 0,440 0,465 0,071 6,225 0,000

InfQual= information quality; ServQual= service quality; SysQual= system quality; USatf=

user satisfaction; ConUse= conative use

Diskusi Hasil Penelitian
Hipotesis 1 yang dibangun dalam penelitian

ini adalah kualitas informasi memiliki
pengaruh  yang  signifikan  dalam
membentuk kepuasan pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas
sistem pelaporan SPT Tahunan tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepuasan wajib pajak. Penelitian ini tidak
sejalan dengan model penelitian DeLone &
McLean (1992), Petter, DelLone, &
McLean (2013), dan Bukhori (2005).
Salah satu teori yang mendasari
penelitian  ini  adalah  expectation
confirmation  theory (Oliver, 1980).

Konstruk yang sering digunakan untuk
menjelaskan  expectation confirmation
adalah ekspektasi, persepsi performa, dan
kepuasan. Pada perkembangannya, teori ini
berkembang dan dalam model teori ini
terdapat efek mediasi yaitu diskonfirmasi
kepercayaan (disconfirmation of beliefs).
Perkembangan ~ model  diskonfirmasi
tersebut  disebut dengan expectation
disconfirmation. Ekpektasi tidak hanya
berperan sebagai pembentuk persepsi,
tetapi juga komponen pembanding yang
digunakan untuk mengukur persepsi
performa (Au, Ngai, & Cheng, 2002).



Teori  diskonfirmasi  ekspektasi
menyatakan bahwa kepuasan konsumen
ditentukan oleh ukuran dan arah
kesenjangan persepsi konsumen mengenai
ekspektasi yang dibangun  sebelum
melakukan pembelian (dalam konteks
penelitian  ini  pemakaian  teknologi
informasi) dan persepsi performa produk
(Au et al., 2002; Oliver, 1989 & Suh et al.,
1994). Apabila performa sistem informasi
baik, hal tersebut tidak sesuai dengan
ekspektasi yang dibangun sehingga
menghasilkan ketidakpuasan. Akan tetapi,
ada kesenjangan (discrepancy) yang harus
diukur (Suh et al., 1994). Kesenjangan
tersebut terkait dengan besarnya ekspektasi
dan baiknya performa yang dirasakan. Bisa
jadi kedua hal ini bernilai beda. Apabila
pengguna sistem memiliki ekspektasi
bahwa manfaat yang diterima sebesar
100%, sedangkan manfaat aktual yang
diterima sebesar 80% maka akan terjadi
kesenjangan. Dalam hal ini kualitas sistem
yang dipakai tetap bernilai baik, hanya saja
tidak cukup baik untuk memberikan
kepuasan bagi pengguna.

Kualitas sistem pelaporan SPT
Tahunan di Indonesia baik. DJP sudah
mengembangkan aplikasi dan portal untuk
mempermudah proses pelaporan SPT
Tahunan. Harapannya, pelaporan pajak
bisa dilakukan dengan lebih efektif dan data
yang dilaporkan lebih komprehensif. Akan
tetapi besaran kualitas tersebut belum
sesuai dengan ekspektasi pengguna. Dalam
isian singkat yang diberikan pada
kuesioner, permasalahan yang masih sering
dihadapi dan cukup mengganggu adalah
bandwidth di sekitar tanggal pelaporan,
gagal upload, dan permasalahan terkait
dengan jaringan. Selain itu, kategori usia
dan latar belakang pendidikan juga dapat
mempengaruhi literasi teknologi. Konsep
mengenai kualitas sistem dan penilaian
kepuasan wajib pajak atas kualitas sistem
yang digunakan juga bisa menjadi senjang
karena berbagai macam alasan. Maka dari
itu, berdasarkan hasil pengujian statistik
pada penelitian ini ditemukan bahwa

kualitas sistem dinilai tidak memiliki
pengaruh terhadap kepuasan pengguna.

Hipotesis 2 yang dibangun dalam
penelitian ini adalah kualitas informasi
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
Berdasarkan hasil uji statistik, kualitas
informasi yang dihasilkan dalam sistem
SPT Tahunan di Indonesia memang
berpengaruh secara signifikan dalam
membentuk kepuasan wajib pajak. Hasil ini
sesuai dengan penelitian Urbach & Muller
(2012) dan Wang & Liao (2008) dan
mendukung model kesuksesan DelLone &
McLean (1992) & Petter, DelLone &
McLean (2013).

McLean (2013).

Berdasarkan hasil perhitungan path
coefficient, hampir semua indikator yang
merefleksikan konstruk kualitas informasi
memiliki kontribusi yang besar dalam
membentuk hubungan yang signifikan
untuk kepuasan pengguna. Kelengkapan
informasi, relevansi konten terhadap
kebutuhan wajib pajak, akurasi informasi
yang diperolen maupun yang dihasilkan
dari sistem, keterpahaman output dalam
bentuk dokumen atau laporan yang
diperoleh oleh wajib pajak, dan kejelasan
konten informasi yang ada dalam sistem
sehingga membantu wajib pajak dalam
melaporkan penghasilan. Indikator yang
kurang memberikan kontribusi adalah
mengenai kejelasan informasi yang terkait
dengan update sistem dan  kesesuaian
pembaruan sistem dengan kebutuhan
pelaporan pajak jika ada peraturan baru.

Informasi merupakan kebutuhan
yang sangat penting dalam era digital,
terutama pada masa peralihan dari sistem
yang lama ke sistem yang baru.
Transparansi informasi dan kualitas konten
yang ada dalam sistem baru harus terus
dijaga dan dikembangkan sehingga wajib
pajak dengan berbagai macam latar
belakang literasi teknologi dapat dengan
mudah memahami manfaat dari pemakaian
aplikasi e-SPT dan portal e-filing.

Hipotesis 3 yang dibangun dalam
penelitian ini adalah kualitas layanan
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.



Berdasarkan hasil uji statistik penelitian ini,
kualitas layanan staf DJP dinilai tidak
berpengaruh terhadap kepuasan wajib
pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian Chaouali et al., (2016) &
Verdegem & Verleye (2009) dan tidak
mendukung model kesuksesan sistem
informasi Petter, DeLone, & McLean
(2013).

Jika dilihat dari segi ketersediaan
layanan, DJP memiliki layanan pendukung
yang bisa membantu wajib pajak dalam
menyelesaikan permasalahan atau
hambatan yang dihadapi. Secara umum,
dalam keseluruhan proses pelaporan SPT
Tahunan sudah ada layanan help desk di
Kantor Pajak Pratama (KPP), konten FAQ
(Frequently Asked Questions), berbagai
macam forum tanya jawab dan fitur
chatting di laman DJP sehingga jika wajib
pajak memiliki pertanyaan dan tidak
memiliki waktu untuk datang ke KPP, bisa
memanfaatkan chatting bot yang ada di
laman DJP.

Berdasarkan konstruk
diskonfirmasi  ekspektasi yang juga
menjadi penalaran kualitas sistem di bagian
sebelumnya, kriteria layanan ‘suportif” bisa
dimaknai berbeda bagi setiap wajib pajak.
Media untuk memberikan layanan yang
mendukung wajib pajak sudah tersedia,
personel juga sudah tersedia, akan tetapi
kesenjangan atau discrepancy antara
ekspektasi dengan persepsi ‘produk’ yang
diterima sebaiknya diukur lebih lanjut (Suh
et al.,, 1994). Jika ekspektasi wajib pajak
terhadap staf help desk tidak sesuai dengan
manfaat yang ia dapatkan — walaupun wajib
pajak tersebut sudah memanfaatkan
fasilitas tersebut — hal itu tetap akan
menimbulkan ketidakpuasan.

Menurut penelitian Mittal, Ross, &
Baldasare (1998), terdapat hubungan
asimetri antara performa dengan kepuasan
pengguna. Dalam suatu contoh kasus
industri otomotif, pihak pemasok sudah
meningkatkan performa mesin  yang
diproduksi sehingga rating perusahaan
terus meningkat. Akan tetapi kepuasan
pengguna tercatat menurun. Hal ini

disebabkan karena performa negatif
memiliki dampak yang jauh lebih besar
terhadap  kepuasan  secara  umum,
dibandingkan dengan performa positif.
Dalam penelitian ini, performa negatif yang
dihasilkan dari satu atau beberapa atribut
layanan yang disediakan DJP bisa
berdampak lebih besar dibandingkan
atribut positif yang diterima. Hal ini dapat
menyebabkan konstruk kualitas layanan
tidak berhubungan dengan kepuasan
pengguna.

Hipotesis 4 yang dibangun dalam
penelitian ini adalah kepuasan pengguna
berpengaruh terhadap penggunaan konatif
sistem informasi. Hasil perhitungan
statistik menunjukkan bahwa kepuasan
pengguna berpengaruh terhadap
penggunaan konatif sistem informasi. Hasil
ini sejalan dengan penelitian Kwahk et al.
(2018). Indikator-indikator yang
merefleksikan konstruk ini juga memiliki
nilai validitas yang besar.

Penggunaan sistem informasi di
lingkungan mandatory bisa dinilai sangat
terbatas, karena pengguna sistem dalam
konteks ini pasif dan tidak memiliki pilihan
lain untuk menggunakan sistem yang
disediakan. Kondisi pasif ini bisa
menyebabkan pengguna tidak memiliki
motivasi tinggi untuk menentukan suatu
ekspektasi tertentu mengenai outcome yang
ia dapatkan (Kwahk et al., 2018). Akan
tetapi dalam penelitian ini ditemukan
bahwa konstruk kepuasan merupakan hal
yang berpengaruh dalam lingkungan
mandatory. Bermula dari sikap resisten
atau skeptis, beberapa wajib pajak menilai
bahwa perubahan sistem ini berpotensi
semakin mempersulit proses pelaporan
SPT Tahunan. Namun, apabila resistensi itu
bisa dikelola dengan membangun sebuah
sistem yang baik dan memberikan manfaat,
maka resistensi dan sikap skeptis dapat
berubah menjadi kepuasan. Jika wajib
pajak puas dengan sistem yang ada, maka
penggunaan sistem dalam proses pelaporan
SPT Tahunan tidak hanya sekedarnya.

Indikator yang  merefleksikan
penggunaan konatif, sebagai pengganti dari



konstruk penggunaan aktual pada model
kesuksesan sistem informasi, adalah
immersion, reinvention, dan learning.
Ketiga indikator ini memiliki nilai path
coefficient yang hampir sama dan memiliki
kontribusi yang baik dalam mencerminkan
konstruk  penggunaan  konatif  sistem
informasi. Konstruk immersion berkaitan
dengan atensi dan kemampuan kognitif
pengguna sistem. Definisi immers menurut
google dictionary berkaitan dengan
keterlibatan seseorang secara dalam pada
suatu aktivitas atau minat tertentu —
“involve oneself deeply in a particular
activity or interest.” Sistem informasi yang
berkualitas adalah sistem informasi yang
berhasil menarik ‘minat’ dan fokus para
pengguna, sehingga dalam
pengoperasiannya pengguna tidak mudah
teralih dari pekerjaan yang sedang
dilakukannya dengan aplikasi atau sistem
tersebut.  Perilaku yang  demikian
mencerminkan bahwa user menggunakan
perangkat  dalam sistem dengan
termotivasi. Penggunaan sistem informasi
secara aktual tidak hanya diukur dari waktu
yang dihabiskan untuk menggunakan
sistem tersebut tetapi juga perilaku user
ketika menggunakan sistem tersebut.
Ketertarikan dan fokus juga melibatkan
kognisi yang dimiliki user untuk mengubah
ekspektasi  menjadi  persepsi  aktual
mengenai manfaat yang ia terima selama
menggunakan perangkat-perangkat yang
ada dalam sistem informasi (contohnya:
aplikasi, dock interface, dsb).

Dimensi  reinvention  berkaitan
dengan proaktifitas user dalam
menggunakan sistem informasi.
Proaktifitas ini dapat ditunjukkan dengan
perilaku inisiatif untuk mengkritisi sistem
yang ia gunakan. Kritis dalam dimensi ini
tidak mengarah kepada resistensi, tetapi
evaluasi positif atau feedback yang
diberikan dari user kepada pengembang
sistem. Walaupun sistem informasi sudah
dirancang dengan baik oleh pihak
pengembang, tetapi pada praktiknya yang
mengoperasikan secara aktual adalah end
user. Evaluasi dari user akan sangat relevan

terhadap perkembangan sistem selanjutnya.
User yang tidak proaktif tidak akan
memiliki inisiatif untuk memberikan
feedback..  Penelitian  ini  berusaha
mendemonstrasikan suatu kondisi yaitu
jika user puas dengan sistem yang ia
gunakan maka hal itu akan menimbulkan
perilaku proaktif untuk terus melibatkan
diri  dengan sistem yang dipandang
memberikan manfaat untuk efektivitas
pekerjaannya.

Dimensi learning dalam penelitian
ini berkaitan dengan usaha user untuk
mengembangkan kompetensi pribadinya
dalam mengoperasikan perangkat-
perangkat yang ada dalam sistem
informasi. Dalam penelitian ini, wajib
pajak yang terlebih dulu puas dengan
sistem pelaporan pajak berbasis teknologi
informasi dan sudah mengkonfirmasi
manfaat yang diterimanya akan termotivasi
untuk semakin mahir dalam menggunakan
aplikasi atau fitur yang terdapat dalam
sistem pelaporan SPT Tahunan. Bahkan ia
akan termotivasi untuk menggunakan
perangkat teknologi informasi lain yang
dapat menunjang pekerjaannya dengan
aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh
DJP.

Demikian ketiga dimensi tersebut
mencerminkan  konstruk  penggunaan
konatif sistem informasi yang ada dalam
lingkup perpajakan di Indonesia. Penelitian
ini menunjukkan bahwa informasi yang
berkualitas akan berpengaruh terhadap
kepuasan wajib pajak atas sistem pelaporan
SPT Tahunan berbasis teknologi informasi
dan akan berpengaruh pada perilaku wajib
pajak dalam menggunakan atau melibatkan
teknologi  informasi  dalam  proses
pelaporan perpajakannya.

Implikasi dan Saran

Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-
faktor yang dapat mendukung pemanfaatan
teknologi  informasi  dalam  proses
pelaporan SPT Tahunan di Indonesia dan
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kepuasan wajib pajak dalam lingkup sistem
pelaporan SPT Tahunan di Indonesia.



Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
dengan pengumpulan dan pengujian data, 2
dari 4 hipotesis yang dibangun pada
penelitian ini dinyatakan terdukung.

Implikasi yang dihasilkan dari
penelitian ini adalah implikasi teoretis dan
implikasi praktis. Implikasi teoretis yang
dihasilkan dari penelitian ini adalah
pengaruh kepuasan pengguna terhadap
penggunaan konatif sistem informasi.
Penelitian ini dapat membuktikan dan
menjelaskan bahwa konstruk kepuasan
tetap bisa menjadi relevan dalam kondisi
mandatory. Selain itu penelitian ini juga
dapat membuktikan bahwa kualitas
informasi berpengaruh secara signifikan
dalam membentuk dimensi kepuasan
pengguna sistem informasi. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap literatur  sistem  informasi
akuntansi atas variabel-variabel yang telah
diuji.

Penelitian ini dilakukan dengan
berdasar  pada  beberapa literatur
sebelumnya. Model penelitian yang
dibangun dalam penelitian ini merupakan
gabungan antara model penelitian Petter,
DeLone, & McLean (2013) dengan model
penelitian Kwahk et al. (2018). Penelitian
ini berada pada ceruk bidang sistem
informasi yang bersifat mandatory pada
sektor publik atau pemerintahan. Penelitian
ini merupakan penelitian pada bidang
sistem informasi akuntansi yang beririsan
dengan bidang psikologi atau keperilakuan
yang tercermin melalui  penggunaan
konstruk konatif (Bandura, 1986). Hasil
yang diperoleh melalui pengujian statistik
pada penelitian ini sesuai dengan temuan
Kwahk et al. (2018) tetapi tidak
sepenuhnya sesuai dengan temuan Petter,
DeLone, & McLean (2013).

Implikasi praktis yang dihasilkan
dari penelitian ini adalah dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan organisasi
ketika akan atau sedang dalam proses
implementasi  sistem  yang  bersifat
mandatory. Model penelitian ini dapat
menjadi pertimbangan bagi organisasi
dalam proses pengembangan sistem yang

terus menerus dan bertahap. Dimensi
keperilakuan harus diberi  perlakuan
sebagaimana mestinya, sehingga pengguna
sistem masih dapat termotivasi dalam
memanfaatkan sistem. Apabila aplikasi
sistem ini sudah berhasil dan dapat berjalan
dengan konsisten, diharapkan produktifitas
organisasi akan meningkat.

Melalui  hasil  penelitian ini
tercermin  bahwa ketika wajib pajak
menggunakan sistem dengan perilaku dan
motivasi yang positif, banyak manfaat yang
dapat diperoleh DJP diantaranya pelaporan
pajak dapat diterima lebih dini, data yang
dilaporkan oleh wajib pajak lebih akurat,
keseragaman format data yang bisa
meningkatkan kualitas output informasi,
peningkatan  kepercayaan = masyarakat
terhadap pemerintah, dan efektivitas
kinerja staf DJP khususnya selama masa
pelaporan SPT.

Saran yang diberikan  untuk
penelitian  mendatang adalah  dalam
penelitian mengenai sistem perpajakan di
Indonesia, peneliti dapat melibatkan
kategori responden yang lebih luas
sehingga hasil dari penelitian ini dapat
digeneralisasi dan digunakan secara lebih
luas. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa
memasukkan konstruk perceived benefits
untuk menghasilkan model penelitian yang
lebih komprehensif dan skala pengukuran
manfaat yang lebih setara.

Keterbatasan yang ada dalam
penelitian ini adalah kategori subjek
penelitian. Subjek yang menjadi responden
dalam penelitian ini adalah wajib pajak
badan yang diwakili oleh staf akuntansi
atau perpajakan. Mengingat bahwa lingkup
pelaporan SPT Tahunan di Indonesia yang
sangat luas, tidak hanya wajib pajak badan
tetapi juga wajib pajak orang pribadi yang
bisa memberikan opini. Hal ini bisa
berdampak pada rendahnya generalisasi.
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